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Abstrak – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, jumlah penduduk kota 
Banjarmasin menempati persentase terbesar di Kalimantan Selatan yaitu  16,93%. Pesatnya 
pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akan memberikan tantangan dalam menata dan 
mengelolanya. Konsep smart city (SC) diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah khas 
perkotaan. Untuk menerapkan SC, framework SC inisiatif bisa digunakan sebagai model 
pengembangan awal SC. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengukur kesiapan kota dalam 
menerapkan konsep SC inisiatif menggunakan faktor enabler Garuda Smart City Model (GSCM), studi 
kasus dilakukan di kota Banjarmasin. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan dilakukan dengan metode 
wawancara, studi dokumen, pengamatan lapangan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 
(Diskominfotik) Pemerintah Kota Banjarmasin. Penggunaan menggunakan indikator 3 (tiga) faktor 
enabler GSCM yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tatakelola SC, dan manusia. 
Parameter enabler ini mencakup aspek-aspek penting dalam SC inisiatif yang mampu 
mentransformasi kota sehingga menjadi SC. Hasil pengukuran kesiapan kota untuk menerapkan 
konsep SC inisiatif menunjukkan bahwa dari 36 indikator dan subindikator yang ada, Kota 
Banjarmasin sudah mencapai 20 indikator dan subindikator. Dari tiga komponen enabler yang telah 
disebutkan, di Kota Banjarmasin komponen TIK dan komponen manusia sudah siap dalam 
menerapkan konsep SC inisiatif. Akan tetapi indikator komponen tatakelola yang meliputi tatakelola 
TIK di lingkungan Pemko Banjarmasin dan tatakelola SC belum tersedia. 
Kata kunci:  smart city, kesiapan smart city, smart city inisiatif, Kota Banjarmasin, indikator smart city 
 
Abstract - Based on data from Central Bureau of Statistics (BPS-Statistics) in 2015, the number of 
residents in Banjarmasin municpality occupy the largest percentage in South Kalimantan, about 
16.93%. The rapid growth of population in urban areas will provide a challenge in organizing and 
managing. The concept of smart city (SC) is expected to provide solutions to typical urban problems. 
To implement the SC, the SC initiative framework can be used as a model for early development of 
SC. This study aims to measure the readiness of the city in applying the concept of the SC initiative 
using enabler factors of Garuda Smart City model (GSCM), case studies carried out in the city of 
Banjarmasin. 
This study uses descriptive qualitative method. Data collection was conducted using interviews, 
document research, field observations at the Department of Communications, Information and 
Statistics (Diskominfotik) City of Banjarmasin. Indicator measurements using three (3) enabler factors, 
they are information and communication technology (ICT), SC governance, and humans. This enabler 
parameters include important aspects in the SC initiative that is able transform the city to become SC. 
The measurement results of city readiness to implement a SC initiative shows that from 36 indicators 
and subindicators, Banjarmasin has reached the 20 indicators and subindikator. From three 
components enabler already mentioned, ICT and human components are ready to implement the 
concept of the SC initiative. However, in governance indicators, that include ICT governance and SC 
governance in Banjarmasin municipality is not yet available. 
Keyword: smart city, smart city readiness, smart city initiative, Banjarmasin, smart city indicators 
 
I. Latar Belakang 
Konsep smart city (SC) atau yang biasa 
disebut dengan kota pintar muncul karena 
adanya peningkatan jumlah populasi yang ada di 
daerah perkotaan (Supangkat, 2015). 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 
tahun 2014, jumlah penduduk Provinsi 
Kalimantan Selatan yang tinggal di daerah 
perkotaan telah mencapai lebih dari 45%, dan 
data pada tahun 2015 menunjuk-kan persentase 
terbesar ditempati oleh kota Banjarmasin yaitu 
16,93% (BPS Kota Banjarmasin, 2016). 
Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat. 
Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah 
perkota-an tentu saja akan memberikan 
tantangan dalam menata dan mengelolanya. SC 
diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 
masalah khas perkotaan, seperti: penurunan 
kualitas layanan publik, kemacetan, penumpukan 
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sampah, konsumsi energi, dll. (Supangkat & dkk, 
2015) 
Beberapa kota besar di Indonesia yang 
menerapkan konsep SC inisiatif antara lain 
adalah Bandung dan Bogor (Putri & Hendrowati, 
2015). Tidak mau ketinggalan dari kota-kota 
tersebut Banjarmasin sebagai salah satu kota 
terbesar dan terpadat di pulau Kalimantan juga 
akan menerapkan konsep ini. Hal ini bisa dilihat 
dari upaya Walikota Banjarmasin yang 
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 
untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai kota 
pintar (Banjarmsin Post, 2016). Selain itu dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 2015-2020 Kota Banjarmasin 
termuat visi dan misi menjadikan sistem 
pemerintahan profesi-onal berbasis sistem 
informasi dan teknologi.  
Untuk mengubah suatu kota sehingga 
menjadi kota pintar, faktor-faktor penting untuk 
memahami dan mengembangkannya perlu 
diketahui terlebih dahulu. Faktor-faktor ini yang 
akan digunakan untuk merancang kerangka kerja 
dalam memprakarsai/ inisiatif kota pintar (smart 
city initiative). Beberapa kerangka kerja 
dikembangkan agar SC inisiatif bisa berhasil, 
diantaranya SMELTS framework (Sujata, et al., 
2016), kerangka integratif SC inisiatif (Chourabi, 
et al., 2012), dan Garuda Smart City Model 
(GSCM) (Supangkat & dkk, 2015).  
Penelitian kali ini akan mengukur kesiapan 
kota dalam menerapkan konsep SC inisiatif, studi 
kasus dilakukan di kota Banjarmasin dengan 
menggunakan GSCM. GSCM mampu mengukur 
tingkat kematangan pengembangan SC mulai 
dari kondisi eksisting, pengembangan 
rekomendasi, roadmap, dan pemeringkat-an. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar kesiapan kota Banjarmasin 
untuk menerapkan konsep SC inisiatif 
menggunakan tiga parameter pemungkin 
(enabler) GSCM. 
 
II. Kajian Pustaka dan Metodelogi 
2.a. Definisi Smart City 
Beberapa pengertian SC adalah sebagai 
berikut: 
• Smart City merupakan pengembangan dan 
pengelolaan kota dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 
mengetahui (sensing), memahami 
(understanding) dan mengendalikan 
(controlling) berbagai sumber daya yang ada di 
dalam kota dengan lebih efektif dan efisien 
untuk memaksimalkan pelayanan kepada 
warganya serta mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan (Supangkat & dkk, 2015) 
• Sebuah kota yang menghubungkan 
infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi 
informasi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur 
bisnis untuk memanfaatkan kecerdasan kota 
secara kolektif (Harrison, et al., 2010) 
2.b. Smart City Inisiatif 
Smart city initiative atau bisa disebut 
dengan inisiatif kota pintar (SC inisiatif) 
merupakan komponen ataupun faktor awal yang 
memprakarsai/inisiatif pengembangan kota 
pintar. Penelitian tentang framework SC inisiatif 
sudah banyak dilakukan, Neirott melakukan 
penelitian tentang tren terbaru dari SC inisiatif 
(Neirott, et al., 2014). Hasilnya menunjukkan 
bahwa tidak ada definisi global dari SC, serta 
tren saat ini dan pola evolusi setiap SC 
tergantung pada faktor konteks lokal. Oleh 
karena itu setiap pembuat kebijakan didesak 
untuk memahami faktor kota mereka sendiri 
untuk membuat strategi yang tepat dalam 
mengembangkan SC. 
Untuk memahami konsep smart city (SC), 
pemahaman terkait konseptual model perlu 
dipahami terlebih dahulu. Meskipun dalam ruang 
lingkup terbatas, kerangka (framework) teoritis 
untuk mengembangkan SC harus dipahami oleh 
para perencana kota. Desain framework ini 
digunakan untuk mengembangkan SC inisiatif 
secara menyeluruh.  
Beberapa penelitian yang membahas 
framework dan teori yang relevan dengan SC 
inisiatif antara lain adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Sujata. Sujata mengidentifikasi 
enam faktor penting dalam mengembangkan SC. 
Faktor-faktor ini digunakan untuk mendesain 
framework yang memberikan kajian secara 
menyeluruh tentang SC inisiatif. Faktor tersebut 
disebut dengan SMELTS (social, management, 
economy, legal, technology, dan sustainability) 
framework (Sujata, et al., 2016).  
Framework lain juga diajukan oleh 
Chourabi. Framework integratif ini terdiri dari 
delapan cluster faktor, yaitu: manajemen 
&organisasi, teknologi, tata kelola, kebijakan, 
manusia & komunitas, ekonomi, pembangunan 
infrastruktur, dan lingkungan alamiah (Chourabi, 
et al., 2012). Framework integratif ini kemudian 
digunakan oleh Alawadhi untuk memahami SC 
inisiatif empat kota yaitu: Philadelphia, Seattle, 
Quebec City, dan Mexico City (Alawadhi, et al., 
2012). Hasil penelitian mengungkapkan 
karakteristik dan tantangan dalam menerapkan 
SC inisiatif masing-masing kota yang disurvei. 
Barcelona merupakan salah satu kota di 
Eropa yang berhasil menerapkan SC. SC inisiatif 
yang telah diterapkan oleh pemerintah kota 
mampu mentransformasi Barcelona menjadi kota 
pintar (Bakıcı, et al., 2013). Framework untuk 
mengem-bangkan SC lainnya juga diajukan oleh 
Lee dengan studi kasus dilakukan di Seoul dan 
San Fransisco (Lee, et al., 2014). Framework 
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yang diajukan pada penelitian ini digunakan 
untuk mengukur tingkat  kematangan kota yang 
sudah mengem-bangkan konsep SC. 
Di Indonsesia sendiri, Supangkat 
mengembangkan Garuda Smart City Model 
(GSCM) untuk mengukur tingkat kematangan 
pengembangan SC dengan target 
pengembangan kondisi eksisting, rekomendasi 
pengembangan, roadmap, dan pemeringkatan 
(Supangkat & dkk, 2015). 
2.c. Garuda Smart City Model (GSCM) 
GSCM adalah sebuah konsep atau 
metode awal yang dikembangkan untuk 
mengukur tingkat kematangan pengem-bangan 
SC (Supangkat & dkk, 2015). GSCM bisa dilihat 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Garuda Smart City Maturity Model 
(Supangkat & dkk, 2015) 
GSCM mengukur tingkat kema-tangan 
kota dalam implementasi SC melalui pengukuran 
dari tiga cluster utama dan tiga parameter 
pemungkin (enabler) dengan target tercapainya 
beberapa kondisi dari masing-masing karakter. 
Tiga cluster utama meliputi smart economy, 
smart social dan smart environment. Sedangkan 
untuk parameter pemungkin (enabler) pada 
GSCM terdapat tiga komponen yang meliputi: 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
tatakelola SC, dan manusia. 
Pada penelitian ini tiga parameter 
pemungkin (enabler) GSCM digunakan sebagai 
indikator untuk mengukur kesiapan kota 
menerapkan konsep SC inisiatif.  Parameter 
enabler ini mencakup aspek-aspek penting 
dalam SC inisiatif yang mampu mentrans-formasi 
kota sehingga menjadi SC. Berdasarkan 
integratif framework SC inisiatif, teknologi 
merupakan salah satu kunci utama dalam SC 
inisiatif (Chourabi, et al., 2012).  Integrasi dari 
teknologi informasi dan komunikasi pada 
pengembangan proyek dapat mengubah tata 
ruang perkotaan (Vasseur, 2010). Parameter 
lainnya adalah tatakelola SC, menurut Forrester, 
smart governance (tatakelola pintar) merupakan 
komponen inti dari SC inisiatif (Belissent, 2011). 
Parameter yang terakhir adalah manusia, 
manusia baik secara individu ataupun 
berkelompok memiliki peranan penting dalam 
tatakelola SC inisiatif (Alawadhi, et al., 2012). 
Enabler GSCM cocok digunakan menerapkan 
SC inisiatif kota-kota di Indonesia yang memiliki 
infrastuktur, tata kelola dan sumber daya 
manusia yang sangat beragam. 
2.d. Metodelogi penelitian 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif, metodologi ini akan menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis hasil dari 
pengukuran  Kota Banjarmasin dalam 
menerapkan konsep SC inisiatif. 
Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara men-dalam, studi dokumen, 
dan pengamatan lapangan. Data primer 
didapatkan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Wawancara mendalam 
dengan informan kunci yaitu ASN di 
Diskominfotik Pemko Banjarmasin. Sementara 
data sekunder berupa dokumen terkait yang 
akan dikaji dan dianalisis seperti master plan TI 
Kota Banjarmasin, tata kelola, peraturan 
pemerintah kota yang terkait dengan TIK, dan 
dokumen terkait lainnya. 
Metode Analisis Data 
Analisis data akan dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan 
dikategorisasi, dipeta-kan, kemudian dianalisis 
secara deskriptif kualitatif hingga diperoleh 
kesimpulan berupa hasil pengukuran kesiapan 
kota dalam menerapkan konsep SC. 
 
III. Hasil dan Pembahasan 
3.a. Gambaran Umum Kota Banjarmasin 
Banjarmasin merupakan ibukota provinsi 
Kalimantan Selatan terletak dekat muara Sungai 
Barito. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi 
atau 0,26 persen dari luas wilayah Propinsi 
Kalimantan Selatan (BPS Kota Banjarmasin, 
2016). Dalam menerapkan SC inisiatif ini 
pemerintah kota mempunyai peranan yang 
sangat penting. Sebagai eksekutif, Pemko harus 
berperan aktif mengembangkan ekosistem SC 
inisiatif yang mencakup tiga komponen enabler 
SC GSCM. Pengembangan SC inisiatif Kota 
Banjarmasin sendiri berada dibawah 
tanggungjawab Bidang Layanan E-Goverment 
Diskominfotik (Kementerian Kominfo RI, 2016). 
Pemko Banjarmasin memiliki portal 
website yang bisa diakses dengan alamat 
www.banjarmasinkota.go.id, website ini berfungsi 
untuk menyampaikan berbagai informasi/prog-
ram/capaian Pemko kepada masyarakat. Selain 
untuk menyampaikan informasi, juga terdapat 
aplikasi/layanan sistem informasi yang bisa 
digunakan baik oleh SKPD Pemko Banjarmasin 
dan masyarakat umum yaitu sebanyak 13 buah.  
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3.b. Pengolahan dan Analisis Data 
Dari data yang telah didapatkan, Tabel. 1 
menunjukkan capaian indikator Pemko 
Banjarmasin dalam menerapkan SC inisiatif 
berdasarkan tiga komponen enabler (pendukung) 
Garuda Smart City Model (GSCM). 
 
Tabel 1. Daftar Keberadaan/Ketersediaan 
Indikator 
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f. Peraturan kota 







































Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Teknologi merupakan salah satu kunci 
utama dalam SC inisiatif (Chourabi, et al., 2012).  
Integrasi dari teknologi informasi dan komunikasi 
pada pengembangan proyek dapat mengubah 
tata ruang perkotaan (Vasseur, 2010). Dalam SC 
inisiatif, TIK merupakan tulang punggung layanan 
kota untuk memaksimalkan dan mempermudah 
layanan kota. Dari 14 subindikator komponen 
enabler TIK, Kota Banjarmasin memenuhi 10 
indikator yang ada, itu berarti capaian pada 
komponen TIK adalah 71%. Bisa dikatakan dari 
dari segi TIK baik berupa layanan dan 
infrastruktur TIK Kota Banjarmasin cukup siap 
dalam menerapkan SC inisisatif akan tetapi, 
belum dari segi tatakelola TIK. Capaian Pemko 
memang masih kurang pada indikator tatakelola 
TIK. Kebijakan/ regulasi, SOP dan dokumen 
perencanaan tentang tatakelola TIK harus segera 
dimiliki oleh Pemko Banjarmasin. 
Tatakelola Smart City (SC) 
Tatakelola diartikan bagaimana Pemko 
melakukan pengelolaan terhadap implementsi SC 
inisiatif. Tatakelola yang baik diperlukan untuk 
mengatur penerapan SC inisiatif berjalan sesuai 
dengan rencana (Chourabi, et al., 2012). Menurut 
penelitian Forrester, smart governance (tatakelola 
pintar) merupakan komponen inti dari SC inisiatif 
(Belissent, 2011). Pada komponen enabler 
tatakelola SC, dari 19 subindikator hanya tercapai 
7 subindikator saja, ini berarti bahwa capaiannya 
hanya sebesar 40% saja.  
Tatakelola SC Pemko Banjarmasin 
memang belum ada dan pemerintah pusat melalui 
Kementrian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) juga belum mengeluarkan 
peraturan tentang tatakelola SC di Indonesia. 
Oleh karena itu masih banyak pekerjaan dan 
tugas yang Pemko lakukan agar subindikator 
pada komponen tatakelola SC bisa tercapai. 
Tatakelola SC mutlak dimiliki oleh Pemko, 
tatakelola ini akan memberikan batasan dan 
panduan bagi SKPD dan organiasasi SC dalam 
pengambilan keputusan menyangkut 
pengembangan SC inisiatif. Beberapa 
rekomendasi SC inisiatif untuk komponen 
tatakelola SC bisa dilihat pada Tabel 2.  
Manusia 
Manusia memiliki peranan penting dalam 
tatakelola SC inisiatif (Alawadhi, et al., 2012). 
Manusia merupakan sumber daya yang berfungsi 
sebagai pengguna, pengelola maupun operator 
aplikasi/layanan SC. Untuk mengem-bangkan 
kota menjadi kota pintar diperlukan banyak 
tenaga-tenaga profesional dibidang TIK. 
Efektivitas layanan publik menuntut sumber daya 
manusia yang berkualitas (Putri & Hendrowati, 
2015). 
Pada komponen enabler ini, dari 3 (tiga) 
indikator semua indikator telah dipenuhi oleh 
pihak Pemko Banjarmasin, pencapaian pada 
komponen ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara sumber daya manusia, baik 
sebagai pengguna, operator ataupun pengelola 
SC dari pihak Pemko sudah siap dalam 
menerapakan SC inisiatif. 
Tabel 2 merangkum temuan hasil 
pengukuran SC inisiatif serta rekomendasi untuk 
menerapkan SC inisiatif dalam jangka pendek. 
 
Tabel 2. Temuan hasi hasil pengukuran SC 
inisiatif Kota Banjarmasin 
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IV. Penutup 
Terdapat 3 faktor enabler Garuda Smart 
City Model (GSCM) dalam menerapkan konsep 
smart city (SC) inisiatif. Ketiga faktor tersebut 
adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
tatakelola SC, dan manusia. Dari pengukuran 
kesiapan kota Banjarmasin untuk menerapkan 
konsep SC inisiatif menggunakan faktor enabler 
tersebut diketahui bahwa faktor TIK dan manusia 
sudah siap menerapkan SC inisiatif. Sedangkan 
dari faktor tatakelola masih sangat kurang, 
capaian untuk faktor tatakelola yang meliputi 
tatakelola TIK di lingkungan Pemko dan tatakelola 
SC masih sedikit. Pemko harus mengesahkan 
strategi pengembangan SC inisiatif,  regulasi, 
formulasi dan dokumen tatakelola SC dalam 
bentuk formal dan tertulis menjadi peraturan 
Walikota sehingga bisa menjadi acuan dan dasar 
bagi SKPD/dinas yang terkait. 
Penelitian yang dilakukan kali ini 
menyajikan analisa kualitatif dari pengukuran 
kesiapan kota dalam menerapkan SC inisiatif. 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar 
pengukuran capaian indikator dihitung 
menggunakan skala angka sehingga bisa 
diketahui secara pasti seberapa besar angka 
capaian kesiapan kota serta dimana saja 
kekurangannya dalam menerapkan SC inisiatif. 
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